
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Setiap manusia selaku umat muslim mendambakan hidup bahagia didunia dan selamat di 

akhirat nantinya. Kebahagian di dunia diupayakan dengan giat bekerja mencari rezeki yang halal 

dan dari rezeki tersebut dilaksanakan kebaikan-kebaikan sebagai tabungan diakhirat nanti. Hal 

ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar Radiallahu „anhu  ياك اعمل دن ك ل أن  ك

يش ع ك واعمل ،   دا   ت رت ك لآخ أن موت ك  yang artinya “bekerjalah untuk duniamu seakan-akan  دا   ت

akan hidup selamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati  besok 

pagi”.
1
 Ummat muslim diharapkan untuk giat bekerja untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, 

dengan giat bekerja maka keinginan untuk bahagia dunia dan selamat diakhirat dimaksud dapat 

terwujud. 

Kehidupan akhirat merupakan kehidupan yang akan dijalani setelah manusia meninggal 

dunia. Sebagai ummat muslim kita meyakini bahwa ada amalan yang terus mengalir walaupun 

kita sudah meninggal dunia. Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu „anhu 

dalam hadist riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: “ apabila manusia itu meninggal 

dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang 

bermanfaat dan doa anak sholeh yang berdoa baginya”. Amalan yang berkaitan dengan harta 

benda adalah sedekah jariyah, seperti amalan wakaf. Benda wakaf tersebut memiliki sifat tidak 

habis dan tidak berkurang meski dimanfaatkan berkali-kali, seperti tanah, bangunan dan benda 

bergerak lainnya.
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Tanah menjadi hal yang sangat dibutuhkan manusia, baik untuk hidup dan menjalin 

kehidupannya. sesuai dengan yang tercantum di dalam landasan idial negara Indonesia yakni 

Pancasila yang merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu sila pertama yang 

menyebutkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini berarti bahwa tidak ada kehidupan di bumi 

Indonesia merdeka bagi warga negara Indonesia (WNI) yang tidak beragama. Dalam semua 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia harus berlandaskan kepada 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang di dalamnya terdapat landasan hidup dan kehidupan 

manusia yaitu Pancasila, di mana keyakinan beragama menjadi yang utama dan pertama sekali.
3
 

Keyakinan beragama dipertegas didalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang 

menyebutkan “atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh 

keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia 

menyatakan dengan ini kemerdekaannya”, serta di dalam batang tubuh UUD 1945, yakni Pasal 

29 Ayat (1) dan (2), yang berbunyi: 

(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.  

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

 

Demikian negara menjamin agar setiap warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai 

agama yang diyakininya. 

Setelah kemerdekaan hal yang menjadi fokus dalam menata kehidupan berbangsa dan 

bernegara adalah melakukan reformasi hukum, terutama dalam menata hubungan hukum antara 

manusia dengan bumi, air dan kekayaan alam Indonesia, yang sudah tertuang didalam Pasal 33 

Ayat (3) yaitu: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh 

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  
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Reformasi hukum atas hal tersebut melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dasar pembentukannya sesuai dengan 

konsiderannya adalah dasar hukum adat yang bersandar pada hukum agama.
4
 

Berdasarkan konsideran UUPA tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatas, 

jelas bahwa hubungan hukum diantara manusia dengan tanah (permukaan bumi) juga tunduk 

pada hukum agama, oleh karena itu diyakini bahwa bumi Indonesia diciptakan Tuhan kepada 

bangsa Indonesia sebagai titipan menjadi hak bangsa Indonesia. Tanah dimaksud diatur oleh 

Negara Republik Indonesia sebagai otoritas tertinggi, sesuai Pasal 2 UUPA, yaitu: 

(1) Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai 

yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai 

organisasi kekuasaan seluruh rakyat. 

(2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang 

untuk :  

a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;  

b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan 

bumi, air dan ruang angkasa,  

c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

 

Hubungan hukum antara orang-orang dengan dengan bumi, air dan ruang angkasa, 

diberikan oleh negara hak-hak atas tanah dengan penetapan oleh negara berikut perbuatan 

hukum oleh subjek privat selanjutnya akan diatur di dalam perundang-undangan. Orang-orang 

dimaksud yang diutamakan adalah WNI tanpa membedakan jenis kelamin, sesuai Pasal 9 ayat 

(1) dan (2)  UUPA, yaitu: 

(1) Hanya warga-negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan 

bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2. 

(2) Tiap-tiap warga-negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan 

yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari 

hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. 
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Merujuk Pasal 14 UUPA mengatakan:  

1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) 

serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat 

suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan 

ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:  

a. untuk keperluan Negara,  

b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan 

Yang Maha Esa;  

c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain 

kesejahteraan;  

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta 

sejalan dengan itu;  

e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan. 

2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan- 

peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan 

penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan 

daerah masing-masing.  

3) Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini berlaku setelah 

mendapat pengesahan, mengenai Daerah Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari 

Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan dan Daerah Tingkat III dari Bupati/ 

Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan.  

 

Demikian terlihat jelas bahwa untuk keperluan tempat suci dan tempat peribadatan hak 

atas tanah yang diberikan dalam konsep hukum Islam yakni dengan wakaf hanya diberikan 

diatas hak milik, namun untuk keperluan tempat suci dan tempat ibadah lainnya dimungkinkan 

juga diberikan dengan tanah yang dikuasai negara dengan hak pakai. 

Negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga diberikan wewenang untuk 

menentukan dan memberikan hak-hak atas tanah yang jenisnya telah ditetapkan sesuai dalam 

Pasal 16 Ayat (1) UUPA, yaitu: 

1) Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah: 

a. hak milik,  

b.  hak guna-usaha,  

c. hak guna-bangunan,  

d. hak pakai,  

e. hak sewa,  

f. hak membuka tanah,  

g. hak memungut-hasil hutan,  



 

 

h. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan 

dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang 

disebutkan dalam Pasal 53. 

 

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 9 Ayat (1) UUPA di atas, bahwa prioritas utama 

penetapan hubungan hukum oleh negara yang diberikan kepada warga negara Indonesia, tanpa 

membedakan jenis kelamin, warga asli ataupun keturunan yang disebut hak milik, akan tetapi 

hak milik dimaksud bukan lah hak milik dalam konsep Belanda yang disebut hak eigendom 

melainkan hak milik dengan konsep hukum Indonesia.
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Berbeda dengan hak eigendom yang diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata pengertiannya 

adalah hak milik yang mutlak yang dimiliki oleh pemegangnya yang mempunyai hak menguasai 

dan menikmati dalam arti seluas-luasnya. Hak yang tidak dapat diganggu gugat, oleh siapapun 

termasuk oleh negara. Pemegang hak eigendom diberikan hak mutlak untuk menikmati dan 

memilikinya. Negara sama kedudukannya dengan warga negara dimana jika ingin memilikinya 

haruslah melakukan perbuatan hukum perjanjian dengan yang memilikinya.
6
  

UUPA sebagai aturan dasar agraria di Indonesia, dibentuk berdasarkan hukum adat yang 

disandarkan pada hukum agama, sehingga hak atas tanah tidaklah bersifat mutlak, tetapi bersifat 

kuat, karena secara agama hanyalah titipan sementara hidup di dunia, dan di dalam hak tersebut 

terkandung hak-hak manusia lainnya. 

Sebagai umat muslim, atas harta benda yang dimiliki terdapat di dalamnya beban yang 

harus dibayarkan ketika mencapai nisab dan haulnya, seperti zakat dan infak, dan juga terdapat 

lembaga lain yaitu sedekah dan wakaf, dimana keseluruhannya dimaksudkan untuk memberikan 

manfaat bagi orang banyak terkhusus saudara muslim lainnya. 
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Wakaf berhubungan erat dengan hak milik atas tanah sebelum diperluas oleh Undang-

Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf telah disebutkan secara tegas didalam 

Pasal 49 Ayat (3) UUPA, yaitu “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 

Pemerintah”.      

Pelaksanaan ajaran agama memerlukan media perantaraan, dalam bentuk tempat 

pelaksanaan ibadah maupun alat untuk dijadikan bagian dari pelaksanaan itu sendiri, seperti 

tanah dalam hal pelaksanaan ibadah wakaf bagi umat Islam. Untuk pelaksanaan tersebut di atur 

di dalam Pasal 49 Ayat (3) UUPA. 

Lahirnya peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, 

dimana objek wakaf hanya tanah milik, yang kemudian mengalami perkembangan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dimana harta benda wakaf tidak hanya 

benda tidak bergerak akan tetapi juga benda bergerak, sesuai Pasal 15 tentang Undang-Undang 

Wakaf yang berbunyi “ Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai 

oleh Wakif secara sah”  dan Pasal 16 UUW, yaitu: 

1) Harta benda wakaf terdiri dari: 

a. benda tidak bergerak; dan 

b. benda bergerak. 

2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 

a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

baik yang sudah maupun yang belum terdaftar; 

b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud 

pada huruf a; 

c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 

d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang.undangan yang berlaku; 

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang.undangan yang berlaku. 

f. Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang 

tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi: 

a) uang; 

b) logam mulia; 

c) surat berharga; 



 

 

d) kendaraan; 

e) hak atas kekayaan intelektual; 

f) hak sewa; dan 

g) benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang.undangan yang berlaku. 

 

Undang-undang ini meletakkan lembaga wakaf sebagai potensi dan manfaat ekonomi, hal 

ini sesuai apa yang tertuang ke dalam konsideran Point a UUW, yaitu: 

“bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensial dan manfaat 

ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum”. 

 

Ketentuan ini menjadi pintu awal yang melegetimasi komersialisasi harta benda wakaf, 

dimana ketentuan ini sangat berbeda secara prinsipil dari pengertian wakaf yang diberikan oleh 

PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, dimana pada konsideran yang 

berbunyi : “bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai 

salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang 

beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila”. 

 

Serta ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PP 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, 

yang berbunyi “wakaf adalah Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang  memisahkan 

sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama 

lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran 

agama islam”. 

 

PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah Milik, UUW, Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Tata 

Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan 



 

 

Pertanahan Nasional hanya mensyaratkan tanah milik tidak dalam kondisi bebas dari segala 

bentuk pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara. 

Wilayah Perkotaan maupun daerah penyangga perkotaan saat ini banyak bermunculan 

komplek perumahan masyarakat yang dibangun oleh Pengembang baik berbentuk perumahan 

subsidi maupun non-subsidi. Dengan keterbatasan lahan pengembang berusaha mencukup 

kawasan perumahan dimaksud dengan fasilitas yang memang telah diwajibkan oleh Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dimana Pasal 59 

Ayat (3) menyebutkan: 

“Penyelenggaraan pembangunan lingkungan hunian baru perkotaan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b mencakup: 

a. Penyediaan lokasi permukiman; 

b. Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman; 

c. Penyediaan lokasi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

 

Tidak jarang pengembang memanfaatkan lokasinya selain untuk usaha mengejar duniawi, 

juga menjadikan bagian yang ada sebagai investasi di akhiratnya dalam bentuk wakaf tanah. 

Perubahan peruntukan tanah tersebut juga terjadi pada Perumahan BSD Perdana, yang 

terletak di Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya yang dahulu termasuk wilayah 

administrasi Kelurahan Labuhbaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau. Pengembang memisahkan persil tanahnya untuk diwakafkan menjadi tanah masjid ikrar 

mana awalnya hanya diucapkan secara lisan, akan tetapi sangat disayangkan keinginan wakaf 

dimaksud tidak serta merta direalisasikan pendaftarannya sehingga niat baik yang tidak diiringi 

dengan cara yang baik hasilnya jadi kurang baik, hal mana dibuktikan dari penyerahan sertifikat 

hak milik untuk wakaf kepada nazhir baru diserahkan tahun 2019. Padahal Proses pemisahan 

dan/atau pemecahan sendiri didaftarkan dan selesai pada tahun 2008, dan Masjid dibangun 



 

 

dengan swadaya masyarakat, dimana pengerjaan dimulai pada tahun 2010, dan Ikrar Wakaf 

sendiri baru dibuat pada tahun 2019. 

Setelah Akta Irar Wakaf dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 

dan ingin didaftarkan oleh Nazhir atas persetujuan dari PPAIW pada Kantor Pertanahan dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Pekanbaru, Proses dimaksud ditolak dikarenakan pada 

sertifikat tertulis fasilitas sosial atau fasilitas umum, hal dimaksud berdampak pada 

ketidakpastian akan pelaksanaan wakaf itu sendiri, izin mendirikan bangunan atas masjid juga 

terkendala.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

bagaimana “Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah Yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial 

(studi kasus ikrar wakaf nomor W2/07/VII/2019)” tentang bagaimana keabsahan akta ikrar 

wakaf tersebut, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan wakaf itu 

sendiri. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana keabsahan dari pelaksanaan akta ikraf wakaf atas tanah yang sudah berstatus 

fasilitas sosial? 

2. Bagaimanakah kendala hukum dari pelaksanaan akta ikrar wakaf tersebut? 

3. Bagaimana solusi yang bisa ditempuh dari pelaksaaan akta ikrar wakaf tersebut? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembuatan Akta Ikrar Wakaf di hadapan 

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). 

2. Untuk Mengetahui bagaimana keabsahan dari akta ikrar wakaf atas tanah yang berstatus 

fasilitas sosial. 



 

 

3. Untuk Mengetahui kendala dari pendaftaran akta PPIW yang berstatus tanah fasilitas 

sosial. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun secara praktis, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khasanah ilmu hukum, 

khususnya dalam bidang kenotariatan tentang kedudukan tanah wakaf dalam 

hubungan hukum antar manusia, agama dan tata guna tanah. 

b. Diharapkan dapat menambah referensi mengenai tanah wakaf bagi penulis yang 

akan melakukan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang konsern dengan wakaf 

terutama wakaf dalam bentuk tanah seperti nazhir, wakif dan lembaga pengelola dan 

pengawas wakaf, serta pemerintah sebagai masukkan dalam membuat kebijakan baru 

atau mengevaluasi aturan yang sudah ada. 

E. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan penulis diperpustakaan Universitas 

Andalas, khususnya pada program studi Magister Kenotariatan bahwa penelitian dengan judul 

“Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah Yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (Studi 

Kasus Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019)”, sudah ada karya ilmiah terdahulu yang 

berkaitan dengan Tanah wakaf, yaitu: 



 

 

1. Tesis tahun 2017, yang ditulis oleh Valery Sundana, untuk memperoleh gelar 

magister kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang 

berjudul “Pendaftaran tanah wakaf dikota Padang setelah lahirnya Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dengan rumusan masalah: 

a. Bagaimana proses perwakafan tanah hak milik untuk wakaf di Kota Padang? 

b. Bagaimana proses pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang? 

c. Apa kendala yang muncul dalam pendaftaran tanah wakaf di Kota Padang? 

Pada penelitian ini menggambarkan bagaimana tanah wakaf yang ada di Kota 

Padang, banyak tanah-tanah yang belum terdaftar dan belum memiliki Akta Ikrar 

Wakaf.  

2. Tesis tahun 2018, yang ditulis oleh Yose Leonando, untuk memperoleh gelar 

magister kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang 

berjudul ”Penyelesaian sengketa tanah wakaf di Kecamatan Bayang oleh Pengadilan 

Agama Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan”. Dengan rumusan masalah: 

a. Bagaimana Proses perwakafan tanah atas tanah ulayat dan hak milik di 

Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan? 

b. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa wakaf diatas tanah ulayat dan hak 

milik di Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan? 

c. Bagaimana proses penyelesaian sengketa wakaf dan pertimbangan hukum 

terhadap sengketa wakaf? 

Pada penelitian ini menggambarkan proses litigasi dan non litigasi penyelesaian 

sengketa wakaf yang terjadi pada masyarakat. 



 

 

3. Tesis tahun 2016, yang ditulis oleh Putra Alfajri Prima, untuk memperoleh gelar 

magister kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, yang 

berjudul “Sertifikat tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 

Pariaman”. Dengan rumusan masalah: 

a. Apa langkah-langkah yang dilakukan Nazhir sebelum mensertifikatkan tanah 

wakaf? 

b. Bagaimana sertifikasi tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota 

Pariaman? 

c. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam sertifikasi tanah wakaf di Kantor 

Badan Pertanahan Nasional Kota Pariaman? 

Pada penelitian ini menggambar jumlah tanah wakaf yang telah bersertifikat dan terdaftar 

pada kantor pertanahan, dan menjelaskan hal-hal yang menghambat proses pendaftaran tanah 

wakaf. 

 Sekalipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai 

masalah tanah wakaf, namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan penulis ini. 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

1) Teori Kepastian Hukum 

Suatu Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau 

ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman 

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang 

dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 



 

 

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan 

kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Karena 

frasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap 

hukum secara benar-benar.
7
 

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa 

peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi 

manusia yang deliberative. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat 

umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik 

dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan 

masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani 

atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan 

aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.
8
 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, 

sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya 

dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux” 

yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat 

menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum 

satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang substantif adalah keadilan.
9
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Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan 

apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi 

individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat 

umum itu individu dapat mengetahu apa saja yang boleh dibebankan atau dilakulkan 

olelh Ne lgara te lrhadap individul. Ke lpastian hulkulm ini belrasal dari ajaran Yulridis-

Dogmatik yang didasarkan pada aliran pe lmikiran Positivismel di dulnia hulkulm yang 

celnde lrulng me llihat hulkulm selbagai se lsulatul yang otonom yang mandiri, karelna bagi 

pe lnganult aliran ini, tuljulan hulkulm tidak lain selke ldar melnjamin telrwuljuldnya ole lh 

hulkulm yang be lrsifat ulmulm. Sifat ulmulm dari atulran-atulran hulkulm melmbulktikan 

bahwa hulkulm tidak belrtuljulan ulntulk melwuljuldkan ke ladilan ataul ke lmanfaatan, 

mellainkan selmata-mata ulntulk kelpastian.
10

 

Dalam pelne lgakan hulkulm ada tiga ulnsulr yang haruls dipe lrhatikan, yaitul : 

ke lpastian hulkulm, ke lmanfaatan dan keladilan. Ke ltiga ulnsulr te lrse lbult haruls ada 

kompromi, haruls melndapat pelrhatian selcara proporsional selimbang. Teltapi dalam 

praktelk tidak sellalul muldah melngulsahakan kompromi selcara proporsional selimbang 

antara keltiga ulnsulr te lrse lbult. Tanpa kelpastian hulkulm orang tidak tahul apa yang haruls 

dipelrbulatnya dan akhirnya timbull kelre lsahan. Teltapi telrlalul melnitik belratkan pada 

ke lpastian hulkulm, telrlalul ke ltat melntaati pe lratulran hulkulm akibatnya kakul dan akan 

melnimbullkan rasa tidak adil.
11

 

Adanya ke lpastian hulkulm melrulpakan harapan bagi pe lncari keladilan 

telrhadap tindakan selwe lnang-we lnang dari aparat pelne lgak hulkulm yang te lrkadang 
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se llalul arogansi dalam melnjalankan tulgasnya se lbagai pe lne lgak hulkulm. Kare lna de lngan 

adanya ke lpastian hulkulm masyarakat akan tahul ke ljellasan akan hak dan kelwajiban 

melnulrult hulku lm. Tanpa ada kelpastian hulkulm maka orang akan tidak tahul apa yang 

haruls dipelrbu lat, tidak melnge ltahuli pelrbulatanya be lnar ataul salah, dilarang ataul tidak 

dilarang olelh hulkulm. Ke lpastian hulkulm ini dapat diwuljuldkan mellaluli pelnoramaan 

yang baik dan jellas dalam sulatul Ulndang-Ulndang dan akan jellas pulla pelne lrapanya. 

Telori kepastian hukum ini memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan peneliti 

kaji guna ulntu lk me lnjawab bagimana kelpastian hulkulm te lrhadap keabsahan akta ikrar 

wakaf dari tanah yang sudah berstatus fasilitas soisal yang menjadi objek wakaf. 

2) Teori Kemaslahatan Umat 

Kata Ke lmaslahatan belrasal dari kata maslahah, salaha yang se lcara arti kata 

be lrarti baik lawan dari kata bulrulk ataul rulsak. Maslahah adalah kata masdar salah 

yang artinya yaitul manfaat ataul telrle lpas daripada kelrulsakan. Maslahah dalam bahasa 

Arab adalah pelrbulatan-pe lrbulatan yang melndorong ke lpada kelbaikan manulsia. 

Maslahah be lrarti jalb al-manfa’ah wa daf’ al-mafsadah (melnarik kelmanfaatan dan 

melnolak kelmuldaratan) artinya se ltiap selgala selsulatul yang be lrmanfaat bagi manulsia, 

baik dalam arti melnarik ataul melnghasilkan kelulntulngan, ataul dalam arti melnolak ataul 

melnghindarkan se lpe lrti melnolak kelrulsakan.
12

 

Telori maslahah belrasal dari telori hu lkulm Islam yang be lrorielntasi bidikannya 

lelbih dari melnelkankan ulnsulr ke lmaslahatan ataul ke lmanfaatan ulntulk manulsia daripada 

melmpe lrsoalkan masalah-masalah yang normativel be llaka. Telori ini tidak selmata-mata 

mellihat bulnyi te lks hulkulm (bu lnyi ayat Al-Qulran dan Hadist) maulpuln ulndang-ulndang 

telrtullis, mellainkan lelbih melnitik belratkan pada prinsip-prinsip melnolak ke lmuldaratan 
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dalam rangkamelme llihara tuljulan-tuljulan syara‟, yakni: pe lme lliharaan atas melre lka 

(makhlulk) telrhadap agama melre lka, jiwa melre lka, akal melre lka, nasab ataul ke ltulrulnan 

melre lka dan harta melre lka. tuljulan Imam Al Ghazali melmandang bahwa sulatul 

ke lmaslahatan haruls se ljalan de lngan tuljulan syara‟, se lkalipuln be lrte lntangan delngan 

tuljulan-tuljulan manulsia karelna kelmaslahatan manulsia tidak sellamanya didasarkan 

ke lpada kelhelndak syara‟. Se lmula yang me lngandulng tuljulan syara‟ di atas melrulpakan 

maslahat, dan selmula yang me lngabaikan tuljulan ini melrulpakan mafsadat.
13

 

Dari de lfelnisi di atas, e lse lnsi dari maslahah yang dimaksuldkan adalah sama, 

yaitul ke lmaslahatan yang me lnjadi tuljulan syara‟ bulkan ke lmaslahatan yang se lmata-

mata belrdasarkan kelinginan dan hawa nafsul manulsia saja. Selbab disadari selpe lnulhnya 

bahwa tuljulan pelrsyarikatan hulkulm tidak lain adalah ulntulk melrelalisasikan 

ke lmaslahatan bagi manulsia dalam selgala se lgi dan aspelk ke lhidulpan di dulnia dan 

telrhindar dari belrbagai be lntulk yang bisa melmbawa kelpada kelrulsakan, delngan kata 

lain seltiap kelte lntulan hulkulm yang te llah digariskan ole lh syara’ adalah be lrtuljulan ulntulk 

melnciptakan kelmaslahatan bagi manulsia.
14

 

De lngan de lmikian maslahah adalah sulatul kelmaslahatan yang tidak 

melmpulnyai dasar dalil, teltapi julga tidak ada pelmbatalannya jika telrdapat sulatul 

ke ljadian yang tidak ada pelmbatalannya jika telrdapat sulatul keljadian yang tidak ada 

ke ltelntulan syariat dan tidak ada illat yang ke llular dari syara’ yang me lne lntulkan 

ke ljellasan hulkulm telrse lbult, kelmuldian ditelmu lkan selsulatul yang se lsulai de lngan hulkulm 

syara’, yaitul sulatul kelte lntulan yang be lrdasarkan pelme lliharaan kelmuldharatan ataul 

ulntulk melnyatakan sulatul manfaat, maka keljadian telrse lbult dinamakan maslahah. 
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Tuljulan ultama maslahah adalah kelmaslahatan, yaitul melmellihara kelmuldharatan dan 

melnjaga manfaatnya.
15

 

Maslahah telrdiri dari belbelrapa macam, yaitul: 

1) Maslahah ditinjaul dari elksiste lnsinya, yaitul: 

a) Maslahah Mul’tabarah 

Maslahah Mul’tabarah adalah maslahah yang se lcara te lgas diakuli syariat 

dan tellah diteltapkan keltelntulan-ke lte lntulan hulkulm ulntulk 

melre lalisasikannya.
16

 Se lpe lrti dikatakan olelh Mulhammad al-Said Abi Abd 

Rabulh, bahwa maslahah mul’tabarah adalah kelmaslahatan yang diakuli 

olelh syara’ dan te lrdapatnya dalil yang je llas ulntulk me lmellihara dan 

mellindulnginya. Se llulrulh ullama selpakat bahwa selmula maslahah 

mu l’tabarah wajib ditelgakkan dalam kelhidulpan, karelna dilihat dari selgi 

tingkatan ia melrulpakan kelpelntingan pokok yang wajib ditelgakkan. 

b) Maslahah Mullgah 

Maslahah mullghah adalah maslahah yang tidak dipelrakuli olelh syara’ 

mellaluli nash-nash se lcara langsu lng. De lngan kata lain, maslahat yang 

telrtolak nkarelna ada dalil yang me lnulnjulkkan bahwa belrte lntangan delngan 

ke ltelntulan dalil yang je llas. 

c) Maslahah Mulrsalah 

Maslahah mulrsalah telrdapat dalam masalah-masalah mulamalah dalam 

Al-Qulr‟an dan As-Sulnnah ulntulk dapat dilakulkan analogi, contohnya: 

pe lratulran lalul lintas delngan se lgala rambul-rambulnya, pe lratulran selpe lrti itul 
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tidak ada dalam dalil khulsuls yang me lngatulrnya, baik dalam Al-Qulr‟an 

maulpuln sulnnah Rasullulllah. Namuln, pe lratulran selpe lrti itul seljalan delngan 

tuljulan syari‟at yaitul dalam hal ini adalah ulntu lk melme llihara jiwa dan 

melme llihara harta.
17

 

1) Maslahah dari selgi tingkatannya, yaitul: 

a) Maslahah Darulriyah 

Maslahah darulriyah adalah ke lmaslahan yang me lnjadi dasar telgaknya 

ke lhidulpan hak asasi manulsia, baik yang be lrkaitan delngan agama maulpuln 

du lnia. Jika ia lulpult dalam kelhidulpan manulsia maka melngakibatkan 

rulsaknya tatanan kelhidulpan manulsia. Zakaria al-Bisri me lnye lbultkan 

bahwa maslahah darulriyah ini melrulpakan dasar asasi ulntulk melnjamin 

ke llangsulngan hidu lp manulsia, jika ia rulsak maka mulnculllah fitnah dan 

be lncana yang be lsar.
18

 Maslahah darulriyah melrulpakan kelmaslahatan yang 

be lrhulbulngan de lngan ke lbultulhan pokok ulmat manulsia di dulnia dan akhirat. 

Ke lmaslahatan selpelrti ini yaitul: jiwa, melme llihara akal, melme llihara 

ke ltulrulnan, dan melmellihara harta. Ke lmaslahatan ini diselbult delngan 

maslahah khamsa. 

b) Maslahah Hajiyah 

Maslahah hajiyah melrulpakan se lgala se lsulatul yang sangat dihajatkan olelh 

manulsia ulntulk melnghilangkan ke lsullitan dan melnolak selgala halangan. 

Artinya, ke ltiadaan ancam elksis aspelk hijayat ini tidak akan sampai 

melnjadikan kelhidulpan manulsia rulsak mellainkan hanya se lke ldar 
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melnimbullkan kelsullitan dan kelsulkaran saja. Prinsip ultama aspelk hijayat ini 

adalah ulntulk melnghilangkan ke lsullitan, melringankan belban taklif dan 

melmuldahkan ulrulsan me lre lka. Maksuldnya Islam me lneltapkan se ljulmlah 

ke ltelntulan dalam belbe lrapa bidang mulamalat dan ulqulbat (pidana).
19

 

c) Maslahah Tahsiniyah 

Maslahah tahsiniyah melrulpakan kelmaslahatan yang sifatnya pe lle lngkap 

be lrulpa kellulasan yang dapat me llelngkapi kelmaslahatan se lbellulmnya. 

Misalnya: dianjulrkan melmakan makanan yang be lrgizi, be lrpakaian yang 

baguls-baguls, me llakulkan ibadah-ibadah sulnnah se lbagai amalan-amalan 

dan belrbagai jelnis cara melnghilangkan najis dari badan manulsia.
20

 Telori 

ke lmaslahatan ini belrkaitan delngan te lsis yang pe lnullis angkat, yaitul tanah 

wakaf yang dike llola olelh nazhir dan bangulnan yang ada di atas tanah 

wakaf telrse lbult bisa digulnakan dan diambil manfaatnya bagi ke lpe lntingan 

masyarakat. 

Telori ke lmaslahatan ini belrkaitan delngan te lsis yang pe lnullis angkat, yaitu l 

tanah wakaf yang dike llola olelh nazhir dan bangulnan yang ada di atas tanah wakaf 

telrse lbult bisa digulnakan dan diambil manfaatnya bagi ke lpelntingan masyarakat, akan 

teltapi pelrlul ditelliti lelbih lanjult kelduldulkan hak milik atas tanah wakaf sellaras delngan 

hulkulm dasar wakaf itul se lndiri se lrta kelmaslahatan yang dituljul ole lh wakif dan fulngsi 

tanah wakaf itul se lndiri. 
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3) Teori Hukum Pembangunan 

Mochtar Kulsulmaatmadja, delngan Te lori hulkulm pelmbangulnannya me lmiliki 

pokok-pokok pikiran telntang hulkulm yaitul: Pertama, bahwa arti dan fulngsi hulkulm 

dalam masyarakat direldulksi pada satul hal yakni ke ltelrtiban (ordelr) yang me lrulpakan 

tuljulan pokok dan pe lrtama dari selgala hulku lm. Ke lbultulhan te lrhadap keltelrtiban ini 

melrulpakan syarat pokok (fulndamelntal) bagi adanya sulatul masyarakat yang te lratulr 

dan melrulpakan fakta objelktif yang be lrlakul bagi se lgala masyarakat manulsia dalam 

se lgala belntulknya. Ulntulk melncapai keltelrtiban dalam masyarakat maka dipelrlulkan 

adanya ke lpastian dalam pelrgaullan antar manulsia dalam masyarakat. Disamping itul, 

tuljulan lain dari hulkulm adalah telrcapainya ke ladilan yang be lrbe lda-be lda isi dan 

ulkulrannya, me lnb ulrult masyarakat dan zamannya.  

Kedua, bahwa hulku lm se lbagai kaidah sosial, tidak belrarti pelrgaullan antara 

manulsia dalam masyarakat hanya diatulr olelh hulkulm, namuln julga ditelntulkan ole lh 

agama, kaidah-kaidah sulsila, kelsopanan, adat kelbiasaan dan kaidah-kaidah sosial 

lainya. Ole lh karelnanya, antara hulkulm dan kaidah-kaidah sosial lainnya telrdapat 

jalinan hulbu lngan yang e lrat antara yang satul dan lainnya. Namuln jika ada 

ke ltidakselsulaian antara kaidah hulkulm dan kaidah sosial, maka dalam pelnataan 

ke lmbali kelte lntulan-ke lte lntulan hulkulm dilakulkan de lngan cara yang te lratulr, baik 

melnge lnai be lntulk, cara maulpuln alat pellaksanaannya.  

Ketiga, bahwa hulkulm dan kelkulasaan me lmpulnyai hulbulngan timbal balik, 

dimana hulkulm melmelrlulkan kelkulasaan bagi pe llaksanaanya kare lna tanpa kelkulasaan 

hulkulm itul tidak lain akan melrulpakan kaidah sosial yag be lrisikan anjulran bellaka. 

Se lbaliknya ke lkulasaan ditelntulkan batas-batasnya ole lh hulkulm. Selcara populle lr 



 

 

dikatakan bahwa hulkulm tanpa kelkulasaan adalah angan-angan, ke lkulasaan tanpa 

hulkulm adalah kellaliman.  

Keempat, bahwa hulkulm se lbagai kaidah sosial tidak telrle lpas dari nilai 

(valule ls) yang be lrlakul di sulatul masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hulkulm itul 

melrulpakan pelncelrminan dari nilai-nilai yang be lrlakul dalam masyarakat. Se lhingga 

dapat dikatakan bahwa hulkulm yang baik adalah hulkulm yang se lsulai delngan hulkulm 

yang hidulp (Thel living law) dalam masyarakat yang te lntulnya me lrulpakan 

pe lncelrminan nilai-nilai yang be lrlakul dalam masyarakat itul se lndiri.  

Kelima, bahwa hulkulm se lbagai alat pelmbaharulan masyarakat artinya hulkulm 

melrulpakan su latul alat ulntulk melme llihara ke ltelrtiban dalam masyarakat. Fulngsi hulkulm 

tidak hanya me lmellihara dan melmpelrtahankan dari apa yang te llah telrcapai, namuln 

fulngsi hulkulm telntulnya haru ls dapat melmbantul prose ls pelrulbahan masyarakat itul 

se lndiri. Pelnggulnaan hulkulm se lbagai alat ulntulk mellakulkan pelrulbahan-pe lrulbahan 

ke lmasyarakatan haruls sangat be lrhati-hati agar tidak timbull ke lrulgian dalam 

masyarakat selhingga haruls me lmpelrtimbangkan se lgi sosiologi, antroplogi ke lbuldayaan 

masyarakat. Selhulbulngan de lngan te lori hulkulm pelmbangulnan,  

Mochtar Kulsulmaatmadja melnje llaskan bahwa hakikat pelmbangulnan dalam 

arti sellulas-lu lasnya yaitul mellipulti selgala se lgi dari kelhidulpan masyarakat dan tidak 

telrbatas pada satul se lgi ke lhidulpan. Masyarakat yang se ldang me lmbanguln dicirikan 

olelh pe lrulbahan selhingga pe lranan hulkulm dalam pelmbangulnan adalah ulntulk 

melnjamin bahwa pelrulbahan itul te lrjadi de lngan cara yang te lratulr. Pe lrulbahan yang 

telratulr delmikian dapat dibantul olelh pe lrulndang-ulndangan ataul kelpultulsan pelngadilan 



 

 

ataul bahkan kombinasi dari keldula-dulanya, se lhingga dapat dikatakan bahwa hulkulm 

melnjadi sulatul alat yang tidak dapat diabaikan dalam prosels pe lmbangulnan. 

Telori Hulkulm Pe lmbangulnan ini dalam kaitannya de lngan te lsis yang pe lnullis 

angkat, yaitul wakaf me lrulpakan salah satul amalan yang dike lnal dalam agama Islam, 

dimana melrulpakan amal jariyah yang diyakini akan melmbantul pe lmbelri wakaf 

(wakif)  selte llah melninggal dulnia, pelmelrintah sellakul relgullator se lharulsnya me lmahami 

ke lyakinan ini dan tidak melmbelrikan kelragu lan hulkulm ditelngah masyarakat delngan 

melmbulat relgu llasi yang dapat me lrulbah pe lrulntulkan dan pe lmanfaat tanah wakaf itul 

se lndiri, hal delmikian julga me lmbelri pote lnsi ke lhawatiran bagi pelmbe lri wakaf barul, 

se lhingga pe lrtulmbulhan tanah wakaf ulntulk pe lmbangulnan dan ke lmaslahatan ulmmat 

se lmakin jaulh dari yang diinginkan. 

 

 

  

2. Kerangka Konseptual  

Ke lrangka Konse lptulal be lrisikan batasan-batasan telntang telrminologi yang te lrdapat 

dalam juldull dan rulang lingkulp pe lne llitian. “Keabsahan Akta Ikrar Wakaf dari Tanah 

Yang Sudah Berstatus Fasilitas Sosial (Studi Kasus Ikrar Wakaf Nomor 

W2/07/VII/2019)”. 

a. Ke labsahan melrulpakan telrjelmahan dari istilah hulkulm bellanda“ Relchtmatig” yang 

se lcara harfiah dapat diartikan selbagai “be lrdasarkan atas hulkulm”. Dalam Bahasa 



 

 

inggris diartikan selbagai Validity dan Lelgality. Ke labsahan melngacul pada sulatul 

be lntulk pe lngakulan telntang se lsulatul yang be lnar dan diyakini belnar, lelgal dan sah.
21

  

b. Akta melru lpakan sulrat yang dibe lri tandatangan yang me lmulat pelristiwa-pe lristiwa 

yang me lnjadi dasar sulatul hak taul pe lrikatan.
22

 

c. Tanah adalah pelrmulkaan bulmi ataul lapisan bulmi yang di atas se lkali.
23

 

d. Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang diadakan olelh pe lmelrintah ataul swasta yang 

dapat dimanfaatkan masyarakat ulmulm dalam lingkulngan pe lrulmahan yang 

melncakulp telmpat ibadah, taman belrmain dan lain selbagainya.
24

 

e. Wakaf adalah pelrbulatan hulkulm wakif ulntulk melmisahkan dan/ataul melnye lrahkan 

se lbahagian harta belnda miliknya ulntulk dimanfaatkan sellamanya ataul ulntulk 

jangka waktul telrtelntul se lsulai delngan ke lpelntingannya gulna kelpe lrlulan ibadah 

dan/ataul ke lse ljahtelraan ulmulm melnulrult syariah.
25

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pe lne llitian ini telrgolong pe lne llitian hulkulm e lmpiris delngan me lne lliti bagaimana 

hu lkulm belropelrasi dalam masyarakat, delngan mellihat faktor-faktor yang me lmpe lngarulhi 

hu lkulm telrse lbult be lrfulngsi dite lngah-te lngah masyarakat dan diharapkan dapat melnge ltahuli 

hal yang melmbulat pellaksanaan wakaf telrselbult telrke lndala yang me lnimbullkan 

ke ltidakpastian hulkulm ditelngah-te lngah masyarakat. 
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2. Sifat Penelitian 

Pe lne llitian ini belrsifat delskriptif analitis, yang me lngulngkapkan pe lratulran 

pe lrulndang-ulndangan yang be lrlakul yang be lrkaitan delngan te lori-te lori hulku lm yang 

melnjadi objelk pelne llitian, delmikian julga hulkulm dalam pellaksanaannya di dalam 

masyarakat yang be lrke lnaan delngan obje lk pe lnellitian.
26

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Sulmbe lr data yang digulnakan dalam pelne llitian ini adalah data skulnde lr, yang 

be lrulpa bahan hulkulm primelr, bahan hulkulm se lkulndelr dan bahan hulkulm telrsie lr. 

a. Bahan Hulkulm Prime lr  

Bahan hulkulm primelr melrulpakan bahan hulkulm yang be lrsifat melngikat.
27

 Bahan 

hulkulm primelr telrdiri dari pelrulndang-ulndangan Bahan hulkulm, be lrulpa pelratulran 

telrkait yaitul:  

1) Ulndang-u lndang Dasar Ne lgara Re lpulblik Indone lsia Tahuln 1945. 

2) Ulndang-Ulndang Nomor 5 Tahuln 1960 te lntang ke ltelntulan dasar pokok-pokok 

agraria 

3) Ulndang-Ulndang Nomor 41 Tahuln 2004 telntang wakaf. 

4) Ulndang-u lndang Nomor 1 Tahuln 2011 telntang Pe lrulmahan dan Kawasan 

Pe lrmulkiman. 

5) Pe lratulran Pe lme lrintah Nomor 42 Tahuln 2006, te lntang Pe llaksanaan Ulndang-

ulndang Nomor 41 Tahuln 2004 telntang Wakaf. 

6) Pe lratulran Me lntelri Agama Relpulblik Indone lsia Nomor 73 Tahuln 2013 telntang tata 

cara pelrwakafan belnda tidak belrge lrak dan be lnda belrge lrak se llain ulang. 

7) Pe lratulran Pe lmelrintah Nomor 28 Tahuln 1977 telntang pe lrwakafan tanah milik. 
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b. Bahan Hulkulm Se lkulnde lr 

Bahan-bahan hulkulm se lkulnde lr melmbe lrikan pelnjellasan melnge lnai bahan hulkulm 

primelr,
28

 be lru lpa se lmula pulblikasi telntang hu lkulm yang bulkan me lrulpakan dokulme ln-

dokulmeln re lsmi. Pulblikasi telntang hulkulm mellipulti bulkul-bulkul te lks, kamuls-kamuls 

hulkulm, julrnal hulkulm. Dalam pelne llitian ini, bahan hulkulm selkulnde lr belrulpa pelndapat 

hulkulm dari bulkul, hasil pe lnellitian, me ldia intelrne lt, julrnal ilmiah, sulrat kabar, 

narasulmbelr, kamuls hulkulm, kamuls be lsar bahasa Indone lsia, yang be lrkaitan delngan 

tanah wakaf. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Me lrulpakan bahan-bahan yang me lmbelrikan pelnje llasan telrhadap bahan-bahan hulkulm 

primelr dan se lkulndelr, yakni kamuls be lsar bahasa Indone lsia dan kamuls hulkulm. 

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

1) Teknik Pengumpulan Data 

 Ulntulk melngulmpullkan data, pelne lliti me llakulkan stuldi pulstaka (library 

re lse larch) di be lbe lrapa pelrpulstakaan, yakni Pulstaka Ulnive lrsitas Andalas, Pulstaka 

Fakulltas Hulkulm Ulnand, Pulstaka Program Stuldi Ilmul Hulkulm Pasca Sarjana 

Ulnand, dan belbe lrapa pulstaka lain selsulai de lngan ke lbultulhan. 

2) Alat Pengumpul Data 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Telknik yang digulnakan dalam pelngulmpullan data ulntulk pe lnellitian ini 

adalah delngan cara melngulmpullkan data se lkulnde lr yang te lrdiri dari bahan 

hulkulm primelr dan bahan hulkulm se lku lnde lr yang ada kaitannya de lngan pokok 

masalah pelne llitian.    
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Adapuln mode ll pelngulmpullan bahan hulkulm yang digulnakan adalah modell 

library re lse larch ataul stuldi kelpulstakaan. Stuldi ini belrtelmpat di pelrpulstakaan 

ataul telmpat-te lmpat lain yang kiranya di sana bisa didapatkan belrbagai sulmbe lr 

data bahan hulkulm yang dipe lrlulkan.
29

 

Pe lngulmpullan data telrse lbult pelnullis lakulkan delngan me lnggulnakan 

be lbelrapa tahapan belrikult, yaitul: pe lne lntulan sulmbelr data selkulnde lr, idelntifikasi 

data yang dipe lrlulkan, inve lntarisasi data yang re llelvan de lngan rulmulsan 

masalah, telrakhir melngkaji data-data telrse lbult gulna melne lntulkan relle lvansinya 

de lngan ke lbultulhan dan rulmulsan masalah.
30

 

b. Analisis Data 

Data yang dipe lrole lh dari pelnellitian ke lpulstakaan, akan diolah dan 

dianalisis se lcara kulalitatif, yang akan diulraikan dalam belntulk kalimat-kalimat, 

se lhingga dapat melnggambarkan dan me lnjawab pokok pelrmasalahan yang 

ditelliti, dan kelmuldian dapat melnarik kelsimpullan dari hasil pelnellitian delngan 

melnggulnakan te lknik deldulktif. 
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